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PENDAHULUAN

Sebagal suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunvai sistem

peradilan dan catur penegal hukom Namun dalam kemponen peradilan vang

“““ s
cukup penung keberadaannva adaiam kepolisian. Hal i disebabkan kepolisian
merupakan bagian vane tidak dapat dnipisahkan antara satu denean lainnva. karena
merupakan baglan satu sistem vang terintegrast. Sebagal suatu sistem. peradilan
pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen
lainnva.

Dalam Undang-Und ° ng Nomor 8 tahun 1981 teniang KUHAP telah
mengatur secara lebih rinci tentane kedudukan. peranan dan tugas kepoiisian

negara Republik Indonesia dalam kaitannva dengan proses mdana sebagai

r

=
©

weltdik dan penvidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap

1

venyvidik pegawat negeri sipil terteniu vang dibert wewenang khusus oleh nndang-
undang.

Dalam KUHAP Pasal | butir | disebutkan pengertin penvidik adalah
pejabat poiisi negara Republik Indonesia atau pejawab pegawair negeri sipil

L 4

tertentu vang dibert wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penvidikan.
sta sebagaimana dimaksud

oo

Pada dasamva Kepolistan Repubhik Indone
dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum
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4. Dalam mengungkap kasus perampokan diarukan sebagai suatu proses untuk
mengetahui dan membuktikan telah terjadinva suatu kejahatan terhadap harta

benda vaitu perempokan

N

D1 Kota Medan adafah merupakan kota lokast kejahatan perampokan terjadi
Dan pengertian dan pengeasan Judul dr atas. dapat dissmpulkan bahwa

makna dart judul skopst penulis adalah  tentang pandangan hukum  atas

pelanggaran-pelangearan vang dilakukan oleh kepolisian terhadap peraturan

disiplin kepolisian itu sendirt ditimjau dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
i 1 | g g

lentang Kepolisian Negara Republik indonesia.

BB. Alasan Pemiiihan Judui‘

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak
akan dibahas persnaian ada atau tidak adanva ataupun cara heradanva Hukum
Kepolisian oleh karena pembicaraan vang sedemikian berartt sudah meloncat
Kepersoalan filsafat vang rumit.

Akan tetapr menjelmanya suatu lapangan hukum yang baru temnvata tidak

tergantung kepada teori vang menghalalkannva ataupun kepada pengakuan.
Pembidangan hukum {emvata diientukan oleh kebutuhan praktis oleh karena
.
tuntutan kemajuan dan perkembangan masvarakat vang demikian pesat serta
persoalan-persoalan vang diaturpun semakin bertambah kompleks sehingea
memerlukan hukum vang cukup banvak.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah

mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian
o Pese
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Bagarmana aspek hukum kewenangan Polri sebagai penvidik menurut
KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mengungkapkan

kasus perampokan

Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dart permasalahan vang diajukan,

adapun hipotesa vang diajukan adalah -

S

Poiri mempunvai fungsi vang cukup dalam penyidikan kasus perampokan di
Kota Medan, salah satu fungsinva adalah sebagai aparat penegak hukum vang
berwenang melakukan penyidikan
KUHAP tdak memberik;m kewenangan penuh kepada Polist sebagai penvidik
namun Undang-Undang Nomaor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Hepublik indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1997 khususnyva dalam hal stkap watak serta tala
cara Kerja vang cenderung lebih muliteristik serta memberikan dasar hukum
vang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinva sebagal aparal penegak
hukum. termasuk penvidik
.
Tojuan Penudisan

Tujuan dari dilakukan pembahasan Karva timiah ini adatah sebagai berikut:
Untuk keperiuan sebagai salah satu persvaratan atan melengkapi pangkat

akadenmus
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pejabat pegawai negert sipii lertentu vang dibert wewenang khusus oleh undane-
undang untuk melakukan penvidikan™
Kemudian pasal 6 avai (1) penvidik adaiah :

I Pejabat Polisi Negara Republik Indonesta

2

Pejawab Pegawai Negert Sipil tertentu vang diberi wewenang khusus cleh
undang-undang

Pasal 6 avat (2) menvebuikan “svarat Kepangkatan pejabat sebagaimana
dalam avat (i) akan diatur lebib in at dafam peraturan pemertan’. Dalam
penjeiasan dari pasal 6 avat (2) KUHAP. disebutkan bahwa “kedudukan dan
kepangkatan penvidik vang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan
diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim
peradilan umum’™ |

Mengenai kepangkatan penvidik 1ii oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27

tehun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. diterangkan
Pasal Z avat (1)

a  Pejabat polist Negara Republik Indonesia terteniu vang sekurang-kurangnva

berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi

=

Pejabat Pegawar Negeit Siil tertentu vang sekurang-kurangnva berpangkat
pengatur muda tingkat I (golongan 1i/b atau vang disamakan dengan itu)

.

Mengenai kepangkatan mi masih ada pengecualian ﬂpablla tidak ada penyidik
vang berpangkat Pembantu Letnan Dua. seperti vang ditegaskan avatl (2) dari

pasal 2 di atas veutu - “dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada perabat

penyidik sebagaimana dirasksud dalam avat (i) hurui’ a. maka Komandan Sektor

fmas
=
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Kepoliisian vang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polist. karena
jabatannya adalah penvidik™

Avat {3) “penvidik sebagaimana dimaksud dalam avat (i) huruf a ditunjuk oieh
Kepala Kepolistan Republik Indonesta sesuar dengan peraturan perundane-
undangan vang beriaku”

Avat (4) "wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam avat (3) dapat
duimpaiikan kepada pejabat Kepolistan Negara Republik indonesia sesual denga
peraturan perundang-undangan vang beriaku™

Aval (5) “penvidik sebagaimana dimaksud dalam avat (1) hurul b diangkat oleh
Menter atas usul dan Departemen vang membawahkan pegawal negeri tersebut.
Menten sebeium meiaksanakan pengangkatannva terlebih dahulu mendengarkan
perimbangan Jaksa Agung c'ian Kepala Kepohisian Republik Indonesia™

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal vang berhubungan dengan
penvidik, maka benikut vang akan dibicarakan adalah pengertian dari penvidikan
i, Yang dimaksud dengan penvidikan adalah serangkalan tindakan penvidik

dalam hal dan menurut cara vang diatur dalam undang-undang mi untuk mencar:
serta mengumpulkan bukti vang dengan bukti 1ty membuat terang tindak pidana
vang teqgadl dan guna menemukan tersangkanva (pasal 1 butir 2 KUHAP)

Dari rumusan pengertian penvidikan tersebut, maka dapatiah dimengerti

L4

bahwa tujuan daripada penvidikan 1tu demikian luasnva. vakm harus mampu
mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa vang telah
teriadi serta harus dapat menemukan tersangkanva

Uintuk dapat terlaksananva tugas dan tujuan dart penvidikan itu, maka

dibutubkan adanva tenaga-tenaga penyidik vang telah terlatih dan terampil.
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Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, seperti vang lelah
dinvatakan di ats, trdak semua pohst Negara Republik Indonesia mempunyai
kedudukan sebagai penvidik, Artinva, hanva pejabal polisi vang telah memenuhi
svarat-syarat terieniu sajalah vang dapat diangkat menjadi seorang penyidik
Tidak diberikannya Kedudukan sebagat penvidik Kepada setiap polist negara ini. di
samping adanva pembagian tugas tersendin pada dinas kepohsian. juga adalah
alas dasar pemukiran bahwa penvidikan ity harusiah dilakukan ojely vang (eizh
mempunyai svarai-svara kepangkatan tertentu pada dinas Kepolisian. Demikian
Juga penvidik. harustah orang-orang vang telah memiliki keterampilan khusus
datam bidang penyidikan, baik dalam seyi teknik mauapun taktis, serta orang-orang
vang mempunyal dedikasi dan disiplin vang tinggt, karena di dalam pelaksanaan
penvidikan ini adakalanva [;en}'idik harus menggunakan upava paksa seperti
penangkapan, penahanan dan lain-lain. D1 mana apabiia hal ini tidak dilakukan
oleh penyidik-penvidik vang telah terlatth, maka KemungKkinan besar hak-hak
asasi seseorang vang hendak diadakan penvidikan terhadap dirinva. walaupun
prinsip undang-undang tu sendinn menjunjung hak asasi manusia.

Namun denmukian teriepas daripada kelavakan dan keharusan vang harus

dinnlki oleh setiap penvidik, maka di dalam situasi dan Kondisi vang tertentu,

sesuat dengan letak geografis daripada Indonesia dan serlta masih kurangnva

L4
]

tenaga, terulama tepnaga ahli khususnya di dalam penyi‘dikan pada dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesta. maka oleh undang-undang diberikan
kesempatan untuk mengangkat penvidik-penvidik pembantu baik dart Polist
sendirl maupun dari pejabat-pejabai Pegawal Negeri Sipti di dalam lingkungan

kepolisian negara
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Penvidikanwujud mi berupa pendengaran si tersangka tentang dirinva
pribadi. Oleh Karena sudah ada suatu pendakwaan vang sedikit banvak telah
divakini kebenarannva oleh vang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan
dr luar tersanpha, maka pendengaran tersangka sudah semestinva merupakan
pendorong kepada tersangka, supava mengakui saja kesalahannva, Minat
mendoronghan ke arah suatu pengakuan satah i biasanya berhubung dengan
labrat peadakwa sebagai seorang manusia belaka. adalah begitu hebat. sehingea
daiam praktek pendorongan in be.ruba penganiavaan. Ststem ini dipakar di tingkat
Penvidikanpendahuluan dan sistem Penyidikanini terjadi sewaktu berlakunva HIR

dt bunm Indonesia i,

2. Sistemi Penyi(iikan/icc:ts.atvir (arti kaia menudufyy

Ststem 11 menganggap seorang tersangka/terdakwa sebagai suatu subjek
vang berhadapan dengan pihaik fain vang mendakwa. vaitu kepolisian atau
kejaksaan, sedemikian rupa. sehingga kedua belah pihak itu masing-masing
mempunval hak-hak vang sama nilainva dan hakim berada di aias kKedua belah
pthak tu untuk menvelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut
peraturan hukum pidana vang berlaku.

Bahwa sifat sistem mi muiai nampak setelah Revoiusi Perancis tahun 1971

.

melalui Code Penal Perancis, cara Penvidikanpada tingkat peﬁghabisan dilakukan
di muka umum. sehingga tindakan sewenang-wenang berakhir. Begitu juga
kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri Hal i juga

sama kedudukannya (keadaannva) di Negeri Belanda vang pada waktu 1tu telah

termasuk ke dalam kekuasaan Perancis.

Ja—
N
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penuits mengambii beberapa pasal untuk membuktikan bahwa KUHAP menganut
ststem Penvidikaninguisatoir vang tunak

Pasal 69 KUHAP menvebutkan “penasehat hukum berhak menghubungi
lersangha  sejak  saat  ditangkap atau  ditahan  pada  semua  tinghat
Penyidikanmenurut tata cara vang ditentukan daiam undang-undang ini.”

Pasal 70 avat (1) menyebutkan “penasehat hukum sebacaimana dimaksud
dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangia pada setiap
tingkat Penvidikandan setian waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranyva =~

Pasal 73 menvebutkan “penasehat hukum berhak mengirim dan menerima
surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnva ™

Pasal 1i3 avat (1) menvebutkan “dalam bhal penvidik melakukan
Penvidikanterhadap tersangka. penasehat hukum dapat mengikuti jalannva

flair

Penvidikandengan cara meithat serta mendengar penvidikan.”

—

avat (2) menvebutkan “dalam hal kejahatan ter
negara. penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapt tidak dapat
mendengar Penvidikanterhadap tersangka ™

Dalam Penvidikandengan sistem inquisatoir vang lunak, maka dalam
prakteknva tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-
penjelasan tentang perianvaan dari penvidik vang kurang ia pahami, baik art

v

maupun pertanyaan vang dimaksudkan. Bahkan yka ada perlan\ aan vang hersifat
menjerat, maka penasehat hukum wajib memberikan peringatan kepada tersangka
akan adanva jeratan itu vang harus dihindari atau ia tola. Karena itu di dalam
sistem inquisatoir vang lunak. tersangka tidak diperiukan sebagai objei: atau

sebagal barang vang harus diperiksa wujudnva berhubungan dengan snaiu

J o
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persangkaan. akan tetapi tersangka sebagal subjek, diminta keterangan vang jelas
dan terang apakab perbuatan vang dilakukan olehnyva itw merupakan perbuatan
pidana atau tidak. Dalam Penyidikanint udak diperkenankan untuk memperoleh
suatu pengakuan salah. seperti di dalam HIR. sehigga olah karena itu penvidik
ndak dibolehkan melakukan penganiavaan terhadap tersangka.

Sebagaumana vang Kita jumpai di dalam Pasal 32 FUHAP. bahwa vang
hendak dicapat atau diperoleh adaiah keterangan tersangka atau terdakwa bukan
pengakuun fersangka atau terdakwa Bunyvi Pasal 52 KUHAP tersebut adalah
sebagar berikut “dalam Penvidikanpada tingkat penvidikan dan pengadilan.
tersangka atau terdakwa berhak membenkan keterancan secara bebas kepada

penyvidik atau hakim.”

C. Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2002
Undang-Undang Womor 2 Tahun 2002 tentang Kepohsian Negara

Republik indonesia tidak ada secara spesifikasi menerangkan proses penvidikan.

-

apt dart Pasal 16 Undang-Undane Nomor 2 Tahun 2002 dapat diterangkan
mierupakan urutan-urutan proses penvidikan vang dilakukan kepolisianm. Adapun
11 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :
i. Dalain Rangka menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal
L4
13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolistan Negara f‘enuhm Indonesia
berwenang untuk :
a  Melakukan penangkapan. penahanan, penggeledahan dan penyitaan

b. Melarang setiap orang meninggaikan atau rirraasuki tempat kejadian

perkara untuk kepentingan penyidikan
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¢. Membawa dan menghadapkan orang kepada penvidik dalm rangka
penvidikan

d. Menvuruh berhenti orang vang dicurigal dan menanvakan serta memeriksa
tanda pengenal dir

e. Melakukan pemenksaan dan penvitaan surat

£ MNemanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
sakst

g Mendatangkan orang ahli }mz!’ diparlukan dalam hubungannva dengan

pemeriksaan perkara

h. Mengadakan penghentian penvidikan

1. Menverahkan berkas perkara kepada penuntut umum

1 Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat mmgrasi dalam

keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadapp

&

orang vang disangka melakukan tindak nidana

Kk Membertkan petunjuk dan bantuan penvidikan kepada penvidik pegawai

enenima hastl penvidikan pecawal negert siml untulb

LT fhsidbles 2 (~,-.,.
Rl (PMEEREYES

diserahkan kepada penuntut umum

I Mengadakan tindakan Jain menurut hukum vang bertanggung jawab

“nal

1o

Tindakan lain sebagaimana dimaksud daiam avat (1) huruf 1 adalah tindakan
L4

penvelidikan dan penvidikan vang dilaksanakan jika memenuhi svarafl sebagai

berikut -

a Tidak bertentanean dengan suatu aturan hukum

b. Selaras dengan kewajiban hukum vang mengharuskan tindakan tersebut

dilakukan
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c. Harus patut. masuk akal dan termasuk dalam iingkungan jabatannva
d. Pertimbangan vang lavak berdasarkan keadaan vang memaksa

¢ Menghormat hak asast manusia

b, Pihak-pikak Yang Berwenang Melakukan Penyidikan

D1 atas sudah digelaskan siapa vang disebut pepvidik vty orang veng
melakukan penvidikan vang terdiy dart pejabai seperti dijelasian pada Pasal |
butir 1. Keosmdian diperiagas dan d—iper,inci tagl dalam Pasal 6 KIUHAP. Akan
tetapi. di samping apa vang diatur dalam pasal i butir 1 dan Pasal 6. terdapat lagi
Pasal 10 vang mengatur tentang adanva penyidik pembantu di samping nenvidik

Untuk mengetahut siapa vang dimaksud dengan orang vang berhak
sebagar penvidik ditinjav déﬁ.ri seg instanst maupun kepangkatan, diregaskan
dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan
seorang pelabat penvidik. Bertitik tolak dart ketentnan Pasal 6 dimaksud, vang

berhak diangkat sebagai pejabat penvidik.

Pejabat Penyidik Polri
Menurut ketentuan Pasal 6 avat (1) huruf a. salah satu instanst vang diberi
kewernangan melakukan penvidikan iaiah “pejabat Polisi Negara” Memang dari

L4

segl diferensiasi fungsional. KLTHAP telah melakukan tanggung iawab fungsi
penvidikan Kepada instansi kepoiisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian
dapat cibert jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “svarat kepangkatan™

sebagaimana hal 1tu ditegaskan dalam Pasal 6 avat (2). Menurut penjelasan Pasal

6 avat (2). kedudukan dan kepangkatan penyidik vang diatur dalam Peraturan

Ju—
D
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Pemerintah. diselaraskan dan disetmbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan
penunivtan umum dan hakim peracilan umum. Dari bunyvt pemjetasan in. KUHAP
sendirlt beium mengatur svarat kepangkatan vang dikehendak: Pasal 6. Svarat
kepanekatan tersebul akan diatur lebih laniut dalam Peraturan Pemenntah Untuk
itu. penjelasan Pasal 6 telah memben petunjuk supava dalam menetapkan

kepangkatan pejabat penvidik. disesuatkan dengar kepangkatan penuntul umuom

dan hakun Pengadiian Negert,

Peraturan  Pemernintah vang meng
penvidik sebagaimana vang dikehendaki Ketentuan Pasal 6 sudah ada dan telah
ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983. berupa Peraturan Pemerimiah Nomor 27
Tahun 1983, Svaral kepangkatan pejabat penvidik diatur dalam Bab 11
Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab 11 Memperhatikan
ketentuan dan pengangkatan pejabat penvidik kepolisian dapat dibhat wraian

sebagat berikut
i. Pejabar Penyidik Peniil
Pejabat pobsi vang dapal diangkat sebaga! pejabat “penvidik penuh”

harus memenuht svarai kepangkatan dan pengangkatan

1. Sekurang-kurangnva berpangkat Pembantu Letman Dua Polisi

L4

.

2. Atau vang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam
suatu sektor kepohisian tidak ada pejabat penvidik vang hernangkat Pembantu

Leinan Dua

Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

|]
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Demikian syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi
pejabat penvidik. Dart bunyi ketentuan Pasal 2 avat (2) peraturan pemerintah
Nomor 27 Tahun 2982. sekalipun pada prinsipnyva svarat kepangkatan pejabat
penvidik sberpangkat Pembantu Leinan Dua. namun meningkat kurangnva tenagea
personei vang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor-kantor
sestor kepolisian. Peraturan Pemenntah memperkenankan jabatan openvidik
dipangku oleh seorang anggota kepoiisian vangz herpangkat bintara. Kepangkatan
vang serupa il memang tidak serasi nka ditimjau dan sudut keseimbangan
kepangkapan penuniut umum maupun hakim vang bertugas di Pengadilan Negeri.
Apalagt dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat

dipertanggung ajwabkan segi kemampuaii dan pengalaman. itu sebabnva sering

dijumpai penvidikan vang tidak memada dan tidak terarah

2. Peuyidik Pembasntu

Peiabat Polist yvang dapat diangkat sebagai “ponwidik pembantu™ diatur
dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Menurut ketentuan
i, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagat pejabat penvidik pembantu -

ekurang-kurangnva berpangkat Sersan Dua Polisi

s
wn

tau Pegawat Negeri Sipil dalam hingkungan Kepolistan Negara dengan

D

“

[§9]
- P

.

svarat sekurang-kurangnva berpangkat Pengatur Muda (golongan ii/a}

[P

Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas vsul kamandan atau
pimpinan kesatuan masmg-masing
Khusus pengangkatan pegawat negert sipil di lingkungii: hepolisian

menjadt pejabat penvidik pembantu. vang bersangkutan harus mempunvai

[N
N
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keahlian atau kekhususan dalam brdang tertentu. Tanpa svarat tersebut. tidak ada
alasan atau urgenst untuk mengangkat mereka menjadi  pejabat  penvidik
pembantu, Svarat kepangkatan penvidik pembantu. lebih rendah dari pangkat
jabatan  penvidik  Berdasar hirarki dan  oreamisatoris. penvidik  pembantu
diperbantukan kepada pejabat penvidik. oleh Karena 1tu kepangkatan mereka harus
lebih rendah dart penvidik

Seperlt dikatakan. penvidik pembantu bukan mesu terdun dar angpota
Poiri, tetapt bisa dianghat dari kaias <_ n pegawal negeri sipil Polrt sesuai dengan
keahiian khusus vang mereka miiiki dalam bidang tertentu. Misalnva ahli kimia
atau ahlr patologi. Kalau pegawai sipil Polrt vang demikian tidak bisa diangkat
meijadi penvidik pembantu. mungkin akan memmbulkan hambatan dalam
pelaksanaan penvidikan, Sebab di kalangan anggota Poln sendiri vang memiliki
svarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masth sangat langka. Hu sebab
ulama vang menjadi motivas: keperivan penvidik pembantu dapat dianekat dan
kalangan pegawai sipil.

Bukanikah sudah ada peiabai penvidik 7 Apa perlunyva ada penvidii
pembantu 7 Bukankah hal ini seolah-olah duatisuis dalam wbuh aparat penvidik 7
Memang menurut logika, dengan adanva pejabat penyidik. ndak perlu dibentuk
suatu eselon vang bemaman penvidik pembantu. Sebab secara rasto. dengana

% *
danyva jabatan penyvidik berdasar svarat kepangkatan tertentu. semua anggoeta Poln
vang berada di bawah jajaran pejabat penvidik adalah pembantu bagt pejabat

penyvidik. Apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 11, pengklasidikastan

antara penvidikan dengan penvidik pembaric semakin mengherankan. Sebab

R
(S
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berdasarkan ketentuan Pasal 1 1. penvidik pembantu mempunvar wewenang vang
sebagaimana diperinet pada pasal 7 aval (1),

Untuk mendapatkan penjelasan atas klastiikas) penvidik. mungkin dapat
diterima alasan vane dikemuokakan pada buku Pedoman Pelaksanaan KLIHAP.
vang menjelaskan iatar belakane wurgensi pengangkatan pejabat penvidik
pembantu. vang dapat dissmputkan
1. Dnsebabkan terbatasnva tenaga Polri vang berpangkai lertentu sebagal pejabai

penvidik Terutama daerah-daeraly sektor kepoiisian di daerah terpencil. masih

banvak vang dipangku pejabat kepolisian vang berpangkat bintara

[

Oleh karena 1tu. seandainva svarat kepangkatan pejabat penvidik sekurang-
kurangnva berpangkal Pembantu Letnan Dua Poiisis. sedangkan vang
hpr:ggu}@ demikian lnﬂ meng uLUpi Kebutuhan vang di};.eilukan sesuat
dengan banvaknva jumiah Sekior Kepolisian. hal seperti 1 akan
menimbulkan hambatan bagi nelaksanaan fungsi penvidikan dy daerah-daerah,
sehingea hesar kemungkinan peiaksanaan fungsi penvidikan udak berjalan di

‘:ﬁ

daerah-daerah

Penyidik Pegwwai Negeri Sipil
Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang Penwidik pegawai
L4
negeri sipil diatur dalam Pasal 6 avat (1) huruf b. vaitu puea\\m negert sipil

mempunyai fungsi dan wewenang sebagat penvidik. Pada dasarnva wewenang

vang mereka miliki bersumber dari ketentuan undang-undang pidana khusus. vang

telah menetapkan sendiri z<mberian wewenang penvidikan pada salah satu pasal
23
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Jadi, di samping pejabat peavidik Poir. undang-undang pidana Khusus
ersebut memben wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil vang
bersangkutan untuk melakukan penvidikan Misalnva Undang-Undang Merek
Nomor 19 Tahun 1992 {diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997)
Pasal 80 undang-undang i menegaskan kewenangan melakukan penvidikan
tindzk merek vang tersebut dalam Pasal 81, 82 dan 83 dilimpahkan kepada PPNS
Demikian juga vang Kita jumpai pada Ketentuan Pasal 17 Undang-Undand Darurat
Nomor 7 Tahun {993 antara lain menumuk pegawal nagen sipl sebagar penvidik
dalam peristiwa tindak pidana ekonomi. pehimpahannva diberikan kepada pejabat
duane. Akan tefap: harus dungat, wewenany penvidikan yang dimilikt oleh
pejabat penvidik pegawal negen sipil hanva terbatas pada undang-undang pidana
khusus iy, Int sesum de.lgaﬁ pembatasan wewenang vang disebutkan dalam Pagsal

7 avat (2) vang berbunyvt “penvidik pegawal negert sipil sebagaimana vang

dimaksud pada Pasat 6 avat i) huraf b mempunvar wewenang sesual dengan

undang-undang vang meniadi landasan hukumnva masing-masing dan dalam
pelaksanaan tugasnva berada dt bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri
Lebih Tanjut man kua bihat kedudukan dan wewenang penvidik pegawai neger!
sipil dalam melaksanakan tugas penvidikan :

i. Penvidik pegawat negewn sipil kedudukannva berada di bawah :

e

a. Koordinasi penvidik Polr

b. D1 bawah pengawasan penvidik Poln

2. Untuk kepentingan penvidikan, penvidik Polnn memberikan petunjuk kepada
penvidik pegawal negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan
yvang diperlukan (Pasal 107 avat (1))
24
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3. Pemvidik pegawal negert sipil tertentu harus melaporkan kepada penvidik Polri

tentang adanva suatu tindak prdana vang disidik. pka dan penvidikan itu oleh
penvidix pegawal negeri sipil ada ditemukan bukt kuat vang mengajukan
tindak pidana kepada penuntut umum (Pasal 107 avat (2))

.

4. Apabia penvidik pegawar negert stpil telah selesar melakukan penvidikan.

venvidikan viersebut harus diserahkan kepada penuntut wvum, Cara
penverahannva kepada penuntut dilakukan penvidik pegawar negen sipil
meialut penvidik Polri (Pasal 7 1 (31

Yang ingin dilanvakan, apakah penvidik Polri dapat mengembahkan hasil
penviaikan  penvidik  pegawar negeri sipil  untuk  menvuruh  lakukan
penvempurnaan penvidikan 7 Atau apakah penvidik Poin dapat melakukan
sendirt penvempurnaan hasil penvidikan penvidik pegawal negert sipil 7 tentu
dapat melakuxan. Sebelum penvidik Poin meneruskan hasti penvidikan
penvidik  pegawai negeri sipil. berwewenang untuk memeriksa segala
kKekurangan vang diiakukan penvidik pegawal negert sipil Kita berpendapat

pervidik Polr mempunyvar wewenang untuk meneliic hasil penvidike

penvidik pegawal negert sipil. Hal it didasarkan pada kedudukan vang
diberikan ketentuan Pasal 7 avat (2) kepada penvidik Polr. sebagai
koordinator dan pengawas terhadap penvidik pegawai neger sipil. Tambahan
lagi. apa gunanva pelimpahan hasil penvidikan pegawa nége;‘i sipil melalui
Polri jika tidak berwenang memeriksa kekurangan vang terdapat di dalamnya?
Cukup beralasan kalau begitu, penvidik Polri dapat memeriksa dan menvuruh

takukan tambahan penvidikan. Alasan selanjuinva. berdasar Pasai 107 avat

(1}, vang membert wewenang kepada penvidik Poln untuk memberikan

o
h
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'

pewnjuk kepada penvidik pegawat negeri siptl. Wewenang vang seperti ini
perlu sekati dinulikt penvidik Polri, untuk menghindar pengembalian berkas
oleh penuntut umum berdasar ketentuan Pasal 110 avat 92). vakn penuntui
wnum  dapat segera mengembalikan hasil penvidikan  kepada penvidik
dianggap kurang lengkap
Apabila penvidik pegawal negert sipil menghentikan penvadikan vang telah
diaporkan  pada penvidik  Polrt.  penghentian  penvidikan  1tu harus
diberttahuhan kepada penvidik ?é!ri dan peruntut umum (Pasal 109 avat (3)
Tentang masalah pemberitahuan penghentian penvidikan oleh penvidik
pegawal negen sipil, terdapat hal vang kurang seialan dalam pemberitahuan
undakan penvidikan vang dilakukannva. Pada pelaporan tindak pidana vang
senvidik  pegawar negernt sipil cukup membentahukan atau

melapoikan penvidikan kepada penvidik Polri. tidak perlu dibentahukan

Lepada penuntut umum. Lain halnva pada penghentian penvidikan. di samping

& T

harus diberitahukan oleh penvidik pegawar negert sipti kepada penvidik Polr.

juga langsung memberitahukan penghentian kepada penuniut umum. Apakal

hal 1n1 dimaksudkan sebagai salah satu upava ceking diantara sesama aparat

penecak hukum 7 Benar demikian halnya. Cuma yang jadi pertanyaan. kenapa

pada pemberitahuan penvidikan tidak diaporkan langsung. kenapa pula

®

nenghentian harus dilaporkan langsung kepada penuntut unwm 7

\_1 U

UNIVERSITASMEDAN AREA



E. Pengertian Perampokan
Perampokan adaiah  suatu undak  kriminal di mana sang  pelaku

perampokan (disebut perampok) mengambil Kepemilikian seseorang/sesuatu

melalun tindakan kasar dan mumidasi Karena sering melibatkan kekasaran.

perampokan dapat menvebabkan jatuhnyva korban

i

Ada beberapa macam perampokan. namum vane pahing umun adalah

1. Perampokan bank
2. Perampokan mobil
3. Perampokan di laut {dilakukan oleh bajak laut)
Perampokan kadang doibedakan dart pencunan, perampokan adalah

tindakan pencurian vang br.l angsung saat diketahw sang korban. sedangkan

pencurian biasanva dianggap dialkuakn saat tidak diketahur korban Selain iiu

pencurian juga digunakan sebagar istilah vang lebth umum vang merunik kepada

sepala tindakan pengambil alihan sesuatu dan suatu pihak secara terpaksa,
Perampokan dalam Kamus Besar bahasa Indoresia berasal darn kata
rampok vang berarti orang vang mengambil dengan paksa dan kekerasan baran

milik orang lain. Sedangkan perampokan adalah proses cara merampok.”

F. Penggolongan Perampokan dajlam KUHP

L4
.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada menjelaskan
perthal perampokan. Dalam Buku 1I KUHP tentang keiahatan Terhadap Haria

Benda. hal-hal vang dhatur adalah

o

¢ Dinas Pendidikan Nasional. Kewmues Besar Bahasa Indonesia. PN, Balai Pustaka, Jakarta,

2003, hal. 926
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[. Pencurian Daiam Bab XXIi

N

Pemerasan dan pengancaman dalam Bab XXI1I

3. Penggeiapan daiam Bab XXIV

4 Penipnan dalam Bab XXV

5. Penghancuran dan perusakan benda dalam Bab XXVil

6. Penadahan dalam Bab XXX

Dengan demikian istilab perampokan tidak dikenai dalam KUHP. Apabila

menar:k kejahatan perampokan dalam KUHP maka kejahatan tersebut

dimasukkan ke dalam pencurian sebagaimana diatur daiam Bab XXIL,

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencunan ini telah diatur dalam
beberapa pasal diantaranva Pasal 362 KUHPidana. Pasal 362 KUHPidana
berbunyi “barangsiapa mengambij suatu barang, vang sama dengan maksud akan

memeiliki barang 1tu dengan melawan hak. dihukum karena pencurian dengan

1t denda sebany HL\-an\ "'1-1\;1

hukuman pemjara setama-lamanva 5 (hma,
Rp. 900.- (sebilan ratus ruptah),

Apabiia ditelaah penhal pengertian perampokan maka keadaan dari
pengertian  tersebut akan dapat dikaitkan dengan unsur-unsur pencurian

sebagaimana bunvi pasal 362 KUHPidana vailu sebagat berikut

i. Mengambil barang

&
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnva atau sebagian kepunvaan orang lain

4 Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk menhki barang ity

dengan melawan hukum (melawan hak)’

R. Soesilo, Kitab Undeng-Undeng Hukum Pidana Serte Penjelasannya. Politeia,
Bogaor, 1984 hal. 249

N
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BARB I

TINJAUAN UMEM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Polisi
Secara teortis pengertian mengenal pohst tidak  ditemukan.  ivetap;

ankan  pengerttan - polist  dapat  dilakukan  dari pengertian  kepolisian

sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 avat (1) Undapg-tindang Nomor 2 tahon

2002 tentang Kepolhisian Negara Republik indonesia vang berbuns: - ~Kepolisian

&

A

176}

e

in

adalah segala hal tkhwal vang berkaitan dengan fungst dan lembaga polisi
dengan peraturan perundang-undangan

Dart kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahu polisi adalah
sebuah lembaga vang memiliki fungest dan pelaksanaan tugas sebagaimana vang
diteniukan oleh perumdang-undangan

s 1

Di dalam perundang-undangan vang jama vaiiu

i3 tahun 1961 ditegaskan bahwa kepoli

..... el 1an negara 1alah
g 2

hukum. Tugas mipun kemudian ditegaskan lagr daiam Pasal 30 {4} a Undang-
Undang Nomeor 20 tahun 1982 vaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan
Negara. singkat Undang-Undang Hankam

Sebelum berlakunva Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 vang mencabut

L4

Undang-Undang Nomor 28 {ahun 1997 maka Kepolisian ini tereabung d: dalam
sebutan Angkatan Bersemata Republik Indonesia. di mana di dalamnva
Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan.Laut. Angkatan darat serta Angkatan
Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulimya era reforniz:i maka

istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanva

(9P]
i
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vaitu Tentara Nastonal indonesia dan keberadaan kepolisian berdint secara

terpisah dengan anghatan bersenjata lainnva

BB. Tugas dan Fungsi Poiisi
Telah dikenal oleh masvarakat. terlebth di kalangan Kepolisian bahwa
tugas vuridis kepoisian lertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 20602

tentang Kepolisian Nevara Republik fndonesia dan di dalam Undang-Undang

ey
Perlahunan dan Keamanan Uniuk kepentingan pembahasan. ada baiknva
diungkapkan kembali pokok-pakok tugas vuridis Polist vang terdapat di dalam
Kedua undang-undang tersebut sebagai berikut

I. Dalain Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2002)

Pasal 13

b, Menegakan hukum
¢ Memberikan  perlindungan.  pengaveman  dan  pslavanan  kepada
masyvarakat
Selanjutnva dalam Pasai 14 dikatakan
e
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana /1amakxua dalam Pasal i3,
Kepolisian Repubhk Indonesta. bertugas

a. Melaksanakan pengaturan penjagaan. pengawalan dan patrolt terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesté: kebutuhan
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b. Menvelenggarakan segala  kegiatan dalam  merjamin  Keamanan.

hetertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan

o

Membina masyvarakat uniuk meningkatkan partisipasi masvarakat
kesadaran  hukum  masvarakat serta  ketaatan warga masvarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

d o Furat serta dalam pembioaan hukum nasional

e. Memithara keferuban dan menjamin keamanan umum

[ Meiakukan koordinasi. peigauasan dan pembinaan tekms terhadap
kepolisian khusus. penvidik pegawal negeri sipil dan bentuk-bentuk

pengamanan masvarakat

-~

Melakukan penvehdikan dan penvidikan terhadap semua tindak pidana

(r

sesuat dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang

h. Menvelenggarakan 1dentiitkasi Kepolisian. kedokieran Kepolisian,

laboratornium forensik dan

lugas Kepohsian
1 Melindungi keselamatan jiwa raga. harta benda. masvarakat dan
iinekungan hidup daru gangeuan Ketertiban dan/atau bencana termasuk
membertkan bantuan dan pertolongan dengan menjuniung tinggi hak

azast manusia

sementara sehelum

1. Melavant kepentingan

ditangani oleh instanst dan/atau pihak vang berwenang

k. Membenkan pelavanan kepada masyarakat sesuai  dengan
kepentingannva dalsi » ingkup tugas kepolisian
I, Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan nerundang-undangar

s
¥V
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(1}

t3

(

) Tala cara pelaksanaan ketentuan sebagarmana dimaksud dalam avat (1)

huruf [ diatur tebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Kewenanganp Peiisi Dalam Penegakan Hukum
Pasal 15 Undang-Undang Nomeor 2 tahun 2002 menvebutkan -
Dalam rangka menvelengparakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
i3 dan 14 Kepolisian Negara Republik fraonesia seeara umum berwenang
a.  Meneruma laporan dan/atau peﬁgad uan
b. Membantu menvelesatkan perselisthan warga masvarakat vang dapat

menggangeu keterttban umum

¢. Mencegah dan menanggulangt tumbtthnya penvakit masvarakat

d  Mengawas aliran vang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa
e Mengelurkan peraturan  kepolisian  dalam  lingkup  kewenangan

admumisirattf kepohsian

{ Melaksanakan pemenksaan khusus sebagat baglan dari  tindakan
Kepolisian dalam rangka pencegahan

o Melakukan tindakan nertama di tempat kejadian

h Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

1. Mencari keterangan dan barang bukt ‘

i Menvelengoarakan Pusat Informasi Krinnnal Nasional

k. Mengeluarkan surat 1zin dan/atau surat keterangan vang diperlukan dalam

rangka;plavanan masyarakat
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i, Membertkan bantuan pengamanan dalam sidang dan peiaksanaan putusan
pengadilan. kegiatan insiansi lain serta kegiatan masyarakat
m Menerima dan menvimpan barang temuan untuk sementara wakiu

(2

foR

Kepolistan Negara Repubhik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

gan pe

undangan fainnya berwenang

a  Memberikan izin dan mengav ast kegiatan keramaran umum dan Kegiatan
masyarakat lainnya berwenang

b Menvelenggaraban registrast dan identuikast kendaraan bermoior

c. Memberikan surat tzin mengemudi kendaraan bermotor

d. Meneruma pemberttahuan teniang kegiatan politik

e Memberikan izin dan meiakukan pengawasan senjata api. bahan peledak
dan senrata tajam

f.  embenkan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
usaha di bidang jasa pengamanan

¢ Memberihan petunjuk. mendidik dan melatth aparat kepolisian khusus dan
pelugas pengamanan swakarsa dalam bidang tekms kepefisian

h  Meilakukan kerjasamma dengan Kepolisian negara lain dalam menvidik dan
memberantas kejahatan internasiona

1. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing vang

e 1
rada di wilavah Indonesia dengan koordinast instanst terkart

1. Mewakiii pemerintah Republik indonesia daiam organisasi kepolisian
mternasional

k. Melaksanakan kewenangan lain vang termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian

35
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(3) Tata cara pelaksanaan keteniuan sebagaimana dimaksud daiam avat (2) huruf
a dan @ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Pasai 14 :
Dalam rangha menvelengearakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 13 dan i4 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia
berwenang untuk -
a. Melakukan penangkapan. penahanan. penggeledahan dan penvitaan

v orang menigealkan atau memasuk) tempat keradian

b Melarang setia

untuk kepentingan penvidikan

(@]

Membawa dan menghadapkan orang kepada penvidik dalm rangka penvidikan

d. Menvuruh berhenti orang vanz dicurigai dan menanvakan serta memeriksa
tanda pengenal din

e Melakukan pemeriksaan dan penviiaan surat

{ Memanggil orang untuk didengar

Mendatangkan orang ahii vang diperfukan dalam hubungannva dengan

o

i Mengadakan penghentian penyidikan
t. Menverahkan berkas perkara kepada penuntut umum

J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat mmigrasi dalam

®
.

eadasn mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadapp orang

b

vang disangka melakukan tindak pidana
k. Memberikan petunjuk dan bantuan penvidikan kepada penvidik pegawai

negeri sipil serta menerima hasii penvidikan pegawal negert sipil untuk

2
‘_.‘
}/)

erahkan kepada penuniut umum
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[, Mengadakan tindakar lain menurut hukum vang berlanggung jawab
Tugas pokok tersebut dininer lebih luas sebagai berikut -
a.  Aspek ketertiban dan keamanan umum
b Aspek  perlindungan  terhadap  perorangan  dan masvarakat  tdari
gangguan/perbuatan  melanggar hukunvkejahatan dari  penvaku-penvakit
masvarakat dan aliran-aliran kepercavaan vang membahavakan termasuk
aspek  pelavanan  masvarakat  dencan  memberikan  perlindungan  dan
periclongan
c. Aspek pendidikan sosiai di  bidang kKetaatan/kepatuhan hukum warga
masvarakat
d. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan. Khususiva di bidang
penvelidikan dan pen/\fidikén
Mengamall tugas vuridis kepolisian vang demikian luas, tetapi luhur dan
ubia itu. jelas merupakan beban vang sanoat berat, Teriebih ditegaskan bahwa di
datam menjalankan tugasnva 1ty harus selalu menjunjung tinggr hak-hak asasi
rakvat dan hukum negara. khusvsnva dalam melaksanakan kewenangannva di
bidang penvidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindgahkan norma-norima
Keagamaan. peritkemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas vang
demikian beral dan ideal 1tu tentunva harus didukung pula oleh aparat pelaksana

E

vang berkualitas dan berdedikasi tinggl ’
Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah

dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinva ada 2 (dua) tugas kepolisian di

bidang penegakan hukum. vaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspekc Kebifaksanaan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana Ciira Aditva Bakti. Bandung, 1998 hal 4
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{dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas
penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnva hanva
merupakan saiah satu atau bagian kecii saja darr tugas kepolisian, Sebagian besar
tugas kepolistan justru terletak di luar penegakan hukom pidana (non penal}

i'ugas kepoiisian di bidang peradilan pidana hanva tlerbatas di bidang

tidak secara lang

uno  haerkaitan

}

penvelidian dan penyidikan  Tus
dengan penegakan hukjum pidana. walaupun memang ada beberapa aspek hukum
pigananya.  Misalava tugas memelihara  ketertiban  dan  keamanan umum.
mencegah penvakit-penvakit masvarakat. memeiihara keselamatan. perlindungan
dan periolongan kepada masvarakal. mengusahakan Lketaatan hukum warga
masvarakat tentunva merupakan tugas vang lebith luas dan vang sekadar
dinvatakan sebagar tindak oldam (keyahatan/pelangparan) menurui Jketentuan

hukum pidana posttif vang berlaku

-
<

Dengan uraian di atas mgin diungkapkan bahwa tugas dan wewenan:

U

kepolisian vang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasvarakatan

hih banvak daripada tugas

{(vang bersifat pelavanan dan pengahdian) sebenarnva le

’ i
= Z

vuridisnva sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian
dalam menjalankan tugas dan wewenangnva kenolisian sebenarnva berperan

canda baik sebagai penegak hukum maupun sebagalr pekerja sosial untuk

L4

menggambarkan kedua fugas/veran ganda im. Kongres PBB ke-5 (mengenal

Preventon of Crime and The Trearment of Offenders) pernah menggunakan

istilah “Service oriented task”™ dan ~Law enforcement duties™

(5}
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Perthal kepolisian dengan tugas dan wewenangnva ada diatur dalam
Undang-Undang Nomor 2 {shun 2002 lentang Kepolisian Negara Republik
indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala
hal ikhwal vang berkaitan dengan {ungst dan lembaga pohsi sesuar dengan
perungang-undangan,

Dait keterangan pasia lersebut maka dapat dipahami suatu kenvataan
bahwa tugas-iugas vang diemban oleh polisi sangat kompiek dan rumut sekab

terutama di dalam bertindak sebagai penvidik suatu bentuk kejahatan.

. Faktor-fakior Yang menyebatkan Teriadinya Perampokan

Fakior vang utama sel;ali penvebab terjadimya tindak pidana perampokan
adalah faktor ekonomi. Dengan tindak pidana perempokan maka kebutuhan
perampok atas kesejahteraannva dan juga hal-hat lainnva vang berhubungan
dengan kebuiuhan ekonomi akan terpenulu
Sepanjang masalah ekonor merupakan sebuah segl daripada tingkah laku
sosial, tentulah pengaruhnva 1ak dapat dikecualikan. Penulis-penulis seperti Healy
and Bronner atau Sheldon Glueck and Eleanor T. Glueck antara status ekonomt
sangat berhubungan dengan timbuinya kejahatan. .

Latar belakang ekonomi, lebih terarah pengaruinya t terl rhadap kejahatan-
kejaatan vang menvangkut harta benda. kekavaan dan pemiagaan atau hal-hal lain

sefenisnva termasuk perampokan. Walaupun mungkin terjadi seorang merampok
. 3 i I g 1 g

untuk dapat melangsungkan pernikahan dari perampokannya atau membelikan

G, W Bawengan, Masalak Kejahatan Dengan Sebab dan Akibamnye, Paradnva
Paramita, Jakaria. 1977, hai. 89
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sebuah cincin untuk kekasthnva. namun perkara perampokan. pencurian. penipuan

dan penggelapan lebth banvak dipengarubt oleh gejala-gejala ekonomi Kondisi-

kondisi seperti kemiskinan atau pengangguran. secara relatf’ dapat melenghap!

rangsangan-rangsangan untuk melfakukan perampokan. pengpelapan. penipuan

alau penvelundupan dan lain sebagainva.

E)l L,ixie—,

m KUHP, kita menjumnar Leiahatan harta benda 1w, misalnva

pencurtan. penipuan. pemerasan vang kita kemukakan di atas tadi banvak

pergaruh ekonom: Hal it harus kita bhedakan den

can kejahatan ekonony
Waiaupun perkara-perkara pencurian. perupuan dan pemerasan banvak berlatar
belakanigkan keadaan ekonomi tetapr delik-delik itu merupakan bagian daripada
KUHP dan oleh karena nu bukaniah delik ekonomi. Delik-delik ekonomi dapat
kita jumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Tindak Pidana Ekonomu

vaitu Undang-Undang darurat Nomor 7 Tahun 1955 vang kemudian teiah

ditetapkan sebagar Undang-Uindang Nomor 1 Tahun 196} Lembaran Negara

benda dan sebagainva. faktor ekonomt merupakan masalah vang dapat member
pengaruhnva. Lain hainva dengan akibat pengaruh ekonomi vang relatif menvelok

sedang di pthak lain dampak akibat dipandang sangat besar mempengaruht pula

E4
.

kondisi perekonomian sosial, Dalam perkara pencurian atau penipuan misainyva
vang dirugikan hanva terbatas pada orang vang dicurt barangnva atau ditipu

hartanva. tetapt di dalam perkara penvelundupan dipandang mampu merusak tata

perekonomian negara dan bahkan mampu pula untak ditunggangi oleh unsur-

HUIbid, hal 35

I
=
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unsur subverst. Penvelundupan merupakan saiah satu sebuah kejahatan ekonomi
di samping pelangearan-pelanggaran mengenar devisa serta petangoaran terhadap
ordonansi perundangan dan sebagainva

hhalau  pendapat-pendapat  tentane  sebab-sebab  kejahatan  hendak
dirangkum dalam kelompok-kelompok. maka tepatlah untuk dipecahkan menjadi
kelomgok -
1. Pendapal. bahwa kejahatan disebabkan oleh pengarub-pencaruh dart Juar

iethadap si pelaku

2

Pendapai. bahwa kejahatan adalah akibat dan sifat-sifat si pelaku ditentukan
olet bakatnva

Dalam  uap-ttlap kefompok 1t  dapal diadakan lagr penggolongan
selanjutnva, vang bila telal;, mempunval banvak pengikut dapat dinamakan
madzab. Bila disusun secara kronologis. maka madzab-madzab int memberikan
tarah penukitan kriminoio

suain gambaran tentang sebagaimana terdapat

o
=

dalam Karangan Bonger dalam alur vang berlainan dengan karva Sutherlend

Dalam  hal mu waiblah  dungat bahwa madzab-madzab 1 dalam mags

kKetenarannva tidak pernah mengambil kedudukan vang monopolits. Selaiu
terdapat para pengarang vang mempunvai pendapat vang menvimpang atau vang

bertentangan. namun hal ini tidak dengan sendirinva mengakibatkan timbulnva

L4

suatu madzab vang baru
Bilamana ditinjau ketiga pendapat tersebut di atas, selanjutnva, dapatiah

diperoleh gambaran sebagai berikut
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a. Kejahatan disebabkan oleh faktor-laktor vang terletak di luar si pelaku
Menurut pendapat ini. linghungan ditentukan sebagat pusat dalam hal
mana pelbagai pengarang kadang-kadang sangal berbeda dalam pendapat mereka
atas pertanyaan, pengaruh-pengaruh lingkungan vang manakah vang penting bagi
krinunologl. Hal ni untul. sebagian disebabkan karena pengertian lingkungan
mempunyval arti yang sangat tuas. varu dimudar dart rabim by, saat kelabiran,
masa hidup sampat pada kematian. Akan (etapi untuk para penganut ajaran
lingkungan berlaku hal ini. keadaan lahiriah. 1 pa memperduliken ruang lingkup

dan jumiah, dilihatnva sebagar faktor-faktor vang menentukan dan dalam bznuak

ety

hal sebagal satu-satunva faktor bagi terjadinva kejahatan

Banvak dianiara mereka vang berpendapat bahwa keadaan ekonomui
sebagail satu-satunva unsur \111:; menentukan. Pengarang vang lain menganggap
keluarga, tempal kediaman, bentuk negara, jingkungan geograsfis (iermasuk
ki) dan lain-lain. sebagai faktor vang terpenting.

Sebagal contoh dari pendapal lingkungan dapat dikemukakan pendirian
Bonger. Beliau mehihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gekjala masa datam
pergaulan hidup. di mana terutama flujkiwasi {bertambah atau berkurang)
mempunyai arti penting. Di samping 1tu. meskipun Bonger berpendapat bahwa
ada orang-orang vang karena strukiur kepribadiannva dapat menjadi penjahat.

L4

namun jumlah persentasi mereka dalam satu pergaulan hidup selama satu
tenggang waktu vang panjang sebagai tidak berobah. Jjika dalam jangka waktu itu
dan dalam masvarakat iu terjadi juga fuktuasi dalam jumlah kejahatan vang

terbagt dalam jenis-jenis delik. maka hal ini tentu diakibatkan oleh faktor-faktor

vang terletak di luat individu itw. Jadi dan faktor lingkungan. Meningkatnva
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kejahatan berarti. bahwa keadaan bimgkungan sudah sedemikian rupa untuk
sejumlah besar orang. sehimgga kesempatan vang ada pada mereka meningkat

untuk melakukan kejahatan. Berkurangnva kejahatan merupakan suatu petuniuk

bahwa keadaan hingkungan telah bertambah baik. sehinvea orane-orane vane

(
secara berpotenst dapat menjadi jahat dalam jumlahnya vang lebih besar. udak
melakukan kepahatan, Menurut Bonger unsur bakal merunakan faktor vang
konstan (letapr udak berubah). unsur ingkungan merupakan takior vane variabe/

(berubah-ubah) dan faktor varighe! inilah vang harus diangeap sebagar sehab

musabab.

b. Kejahatan adalah akibat dari pembawaan sifat-sifat fertentu si pembuat
Para penganut aiaran 1m berpendanat bahwa kerahatan merupakan akibat
dari sifat-sifat si pembuat vang erat bertaitan dengan pembawaannva Beberapa

ereha mielthat hal tersebut lebib 1auh lagi dan berpendapat hahwa kerahatan

’_‘L

tak dapat tiada merupakan bentuk perwuiudan dari bakat.

Acapkali pula, unsur bakat dibhat sebagar ditentuken aleh betyrunan

terutama dalam literatur jerman dart tahun 1933 sampai dengan tahun 1945,

sehingga kejahatan dipandang sebagai unsur keturunan, Sebagian (penganut) vang

i OO

iain tidak sejaub i{u dan hanvalah berbicara tentang faktor-faktor bakat seharusnva
L4

merupakan faktor-fakior keturunan Menurut mereka, bukan

—
r-—‘ -

oenn iphaenolah

vang merupakan faktor vang menentukan. '

* fhidm hal.
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BABIV
KEBERADAAN PENYIDIK POLRI DALAM

PENYIDIKAN KASUS PERAMPOKAN

A. Proses Penyidikan Kasus Perampokan

Secara umum . penvidikan kasus perampokan dalam acara prdana danat

dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut lelah melakukan

suatu Ketahatan atau peristiwa pidana perampokan Peristiva pidana iu ds

diketahu melalut :
i Laporan atau pengaduan
2. Pemberilaan pers

3 Kedapatan tertangkan tangan

Proses penvidikan setelah adanva laporan maupun pengaduan ditindak
ianiutl dengan pemenksaan tempat kejadian perkara {TKP) pemeriksaan saksi-
sakst jika ada. dan juega pemenksaan akibat dan harta vang dirampok

Hal pertama vang dilakukan adalah peonvidikan. Penvidikan vaitu

(921

erangkaian tindakan penvidikan dalam hal dan menurut cara vang diatur dalam

undang-undang int untuk mencari serta mengumpuikan bukti dan dengan bukii itu

L4

,v

membuat terang tindak pidana vang teriadi dan guna menemukan tersangkanva
atau pelaku tindak pidananva.
Penvidikan im terbagi dalam beberapa tahapan Dan tahapan pertamanva

adalah penvelidikan. Penvelidikan dilakukan oleh Pejabat Penvelidik dengan

48
UNIVERSITASMEDAN AREA



maksud dan tujuan mengumpuikan “bukti permuiaan™ atau “buku vang cukup”
agar dapat difakukan tindak lanjut penvidikan
Fungst dan wewenang penvelidik ini antara lain

1. Berdasarkan hukum

a. Menerima laporan atau pengaduan

b, Mencarr keterangan dan barang bukn

¢.  Menvuruh berhenti orang vang dicurigai

d Tindakan fain menurut humm
2. Berdasar perintah penvidik :

a. Maksudnyva penyelidik di simi melaksanakan perintah penvelidik berupa
1) penangkapan. peiaun an. meninggalkan tempat. penggeledahan dan

penvitaan. pemeriksaan dan penvitaan surai

23y mengambii sidik jart dan memotret seseorang
3) membawa dan menghadapkan seseorang jepada penvidik

b. Berkewajiban membuat laporan

dal pertama vang difakukan terhadap seseorang vang disangka melakukan
perampokan adalaih pemanggilan. baik sebagal saksi ataupun kemudian meningkat

mentadi sebagat tersangka. Kalau pemeriksaan sebagal sakst tentunva tidak terlalu

memberatkan. Karena sebatas dimuntai kelerangan. tetapi seseorang tersebut

2
sebatknva mulal memberikan keterangan dan bukti-buktt vang mendukung

Ketidak terlibataninva atas tindak pidana perampokan vang dilakuka noleh orang

lain. maka 1a akan dibebaskan

£
o
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Tetapt adalah hukan tdak mungkin setelah menjadi saksi kemudian dalam
pemertksaan vang dilakukan padanva ditemun fakta-fakta bahwa ia pun patut
dijadikan tersangka. maka status seseorang tersebut naitk menjadi tersangka juea.

Dalaim tahap menjadi tersangka maka ada beberapa hal vang penting untuk
dipahaminva sepertt undang-undang vang melindungt hak asasinva dan haknva
untuk memperiahankan kebenaran dan pembelaan dirt. Bahwa 1a harus dianggap
tidak Dbersalah sesual dengan prinsip hukuk asas praduga tak bersalah sampai
diperoleh putusan pengadilan vang memiliki kekuatan hukum vang tetap

Ada beberapa hak tersangka vang juga harus dipahaminva :

I Hak tersangka urtuk mendapat pemertksaan oleh penvidik

2. Hak tersangka agar perkaranva segera diajukan ke pengadiian

3. Hak tersangka vntuk dib'er.il’ahu dengan 1elas dalam bahasa vang dimengeri
tenlang apa vang dipersangkakan kepadanva pada waktu pemeriksaan dimula

4 Juga hak tersangka untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum

Daiam pemeriksaan. tata cara pemeriksaan tersdangka (scara hukum) oieh
penyidik antara Jaimn
1. Jawaban atau keterangannva harus diberikan tanpa tekanan daa sispapun dan

1uga datam bentuk apapun. (D1 sinilah butub bantuan pensehat hukum untuk
mendampinginva. akrena bisa saja terjadr penvidik menggiringnyva pada
;
pertanvaan-pertanyaan vang menjerat dan kemudian meberatkar nya)
2. Penvidik mencatat dengan seteliti mungkin keterangan tersangka
a  Sesuar dengan rangkaian kata-kata vang dipergunakannva

b. Dan keterangan tersebut :

1} dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik

h
=
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2) setelah dicatat. dianvakan/dimintakan persetujuan kepada tersangka
tentange kebenaran isi Berita Acara tersebut. hika ada vang tidak sesual
menurutnva maka 1a harus membernitahukan kepada penvidik bagian
vang tdak disetupuimya untuk kemudian diperbaiki

3) bila tersangka sudah menvetujui 1si berila acara pemeriksaannva maka

ia membubuhkan tanda tangannva Rila 1a merasa di bawah tekanan

atau tersangka merasa penvidik tidak mau memperbaiki sesuar fakia

]

vane dipahaminva maka 1a dapat saja menolak untuk menanda tangam

berila cara pemeriksaan. Dan penvidik akan membual catatan tentang
hai 1ty serta alasan tersangka tidak menanda tanganmt berna acara
pemeriksaannva

y abam

¢ Hkatersangka vang diperiksa beriempat tinggal di luar daerah hukum

U <

penvidik. maka peonvidik dapat membebankan pemeriksaan kepada
penvidik dr wilavah hukum tempat tinggal tersangka
d. Atau jika tfersangka tdak dapat hadir menghadap penvidik. maka

yan cara peny 1dil,

fozs
o)
=
s
5

0

penvidikan dapal dilakuakn di {empat tercangka

ang mendatangl tersangka
Dalam banvak kasus prdana para tersangka 1 dengan beberapa

pertimbangan kemudian ditahan atas perintah penvidik. Dan atas penabanan
L4

tersebut tersangka. keluarganvta atau penasehat hukumnva danat

1. mengajukan keberatan atas penahanan tersebut

2 Atau mengajukan keberatan atas jenis penahanan dan meminta dilakukan
peralihan atas jenis penahanan. misalnva dari tahan rutan menjadi tahanan
kota
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Dan atas pengajuan tersebut vang dapat dilakukan penvidik adalah :
1. Menernima dan kemudian mengalihkan jenis tabanan
2. Berwenang mengabulkan atau menolak permintaan pengaliban penahanan
{termasuk pelepasan) tersangka
3. Tidak mengabulkan keberatan tersangka, ketluarga atau penasehat hukumnya

Bila dalam tenggang wakiu 3 {tiga) hari penvidik tidall mengabulkan
keberatan lersangka. maka pengajuan keberatan dapat diajukan kepada “atasan
penvidik” tersebut dan atasan penyidii; dapat saia menoiak 1uga atau mengabulkan
keberatan penahanan atau pengalihan jenis penahanan.

Penvidik dan atasanvvan mengabulkan permintaan tersangka. keluarga
ataupun pensehat hukum dengan svarat ada jaminan keluarga maupun jaminan
uang

Hal fain vang juea dapat dilakukan tersangka jika keberatan atas
penahanannva adalah dengan mengajukan praperadtian (vaitu proses pemeriksaan
atas Kkeberatan penahanan vang pemeriksaannva diakukan oleh pengadilan
riegeriy, Tetapt dalam banvak kasus praperadilan banvak tersangka vang kalah
B. Kendaia-kendala Yang timbul Dalam Proses Penyidikan

Dalam segala lapangan vang dapat dipikirkan senantiasa terdapat masalah

¢ .
dan tidak jarang di dalam melakukan suatu pekerjaan iata akan dihadapkan
dengan berbagai masalah vang sebelumnya belum pernah terbayangkan

Dan perkembangan peradaban manusia serta pertumbuhan  ilmu
pengetahuan yvang erat sangkut pautnya dengan berbagai segi kehidupan manusia,

kini menghadapi suatu samudera vang luas penuh dengan masalah khususnya
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sankst vang diancam juea  berbeda-beda (ergantung bentuk dan tatacara
pelaksanaan perampokan tersebut
Sanksi pidana atas perampokan dapat diambil dari pencurian secara umum
diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHPidana, di mana pada
dasarmva sanksi-sanksi tersebut daspat diterapkan kepada perampokan dengan
melihal latar belakang danr tata cara perampokan didakukan
Pada dasamva harta benda seseorang dapat dirampok dengan berbagai cara

vang mana semua cara vang diter glgkan adalag dengan melakukan perusakan
terlebih dahulu. Dimisalkan seorang perampok vang ingin merampok sebuah
rumah terlebih dahulu merusak pintu tersebut agar 1a dapat melakukan niatova
untuk merampok rumah tersebut. Maka daiam hal 101 telah terkadi suatu peristiwa
perampokan dengan cara merusak dan diancam sesuai dengan Ketentuan pasal 363

KUHPidana vaitu dengan hukuman penjara selama-lamanva 7 (tujuh) tahun,

Adapun Lketentuan KUHPidana vang mengatur tentang perampokan

=)
3

dengan kunci palsu dapat ditafsirkan dar 1s1 Pasal 363 5e vang berbunvi

1 ata

o
—
o
=
= |
o]
]
ped
i

Ra°)
o
s
)
=
""_/

“pencurian uang dilakukan eleh tersalah dengan masu ke
dapat mencapat barang untuk diambinva dengan jalan inembongkar, memecah
atau memanjat atau dengan jalan memakai kuncr palsu. perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu
’ i)
Selain perampokan dengan kunci palsu vang dimiliki ancaman hukuman 7
(tujuh) tahun maka apabila perampokan tersebut dilakukan oieh 2 (dua) orang

bersama-sama atau lebih maka dikenakan pidana 7 (twjuh) tahun (Pasal 363 4e

KUHPdana).
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Perampokan dapat juea dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman
kekerasan terhadap pemihik harta benda. untuk menverahkan harta benda tersebut
kepada pencuri. Ancaman hukuman kepada pelaku perampokan dengan cara
kekerasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 avat (1) KUHPidana ini berbeda
lergantung berapa orang pefakunva dan akibat dan kekerasan itu sendiri bag

penubk harta benda tersebut

Pasal 365 avat V1) KUHPi1dana menerangkan ~dengan hukuman peniara

selama-lamanyva 9 (sembilan) lnhnﬁ dihukum pencurnian vang dudahuloi disertai

atau ditkuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang denga
maksud akan menviapkan atau memudahkan pencurian itu atau nka tertangkap

£
&

tangan (lerperogok) supava ada kesempatan bagi dirinva sendirn atau bagi

Kawannva vang turet melakukan keiahatan itu akan melarikan din atau supava
batang vang dicur itu tetap ada di langannva

Perampokan dapat juga diberikan sanksi hukuman pidana peniara selama-

jamanva 12 {dua belas) tahun jika perbuatan 1tu dilakukan pada wakiu malam di

onn vang tertutup vang ada rumahnyva

Rets

dalam =sebuah rumah atau pekaras
jalan umum atar di dalam kereta apt alau {ermvang sedang berjalan atau jika
itu dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih atay jika i

tersalah masuk ke tempat meiakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau

L4

memaniat atan dengan jalan memakar kunct palsu perintah palsut atan pakaian

fe

jabatan palsu atau jika perbuatan 1tu menjadikan ada orang mendapat luka berat

Zm

selama peramporan tersebut dilakukan dengan kekerasan (Pasal 365 avat (2)

Ze. 3e. 4e KUHP1dana). ik
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etode Prevenst

Tujean dan

g adalah membenkan motivast bimbingan serta

pencarahan pads masvarakat izrutama mengenal latacara pengamanan atas harta

i =

benda  vange sehinoga  masvarakat ahamt  dan

memadarinva

Dalam matode i vy tsudkan  adalab
mencegal tmbulnva Kesempatan bagr mbak-pihak tertendu vnink melakukan

i ioan Penoawasa dalam nal 1t dims

tindakan kejahatan nerampo!

suate Kontrel untuk menekan timbulnva kejahatan perampokan tersebat dalam

Dalam ha!l tindakan kepclisian pada dasarnva bewrupa tindalan-tindaian

patroli serta menempatkan person

daerah-daerah  vane rawan

pes'amg}(}};an seperll ‘JLT"‘TMFI n dan teinpat fa Hil\ a

rHIsip
vang kelak akan memad: peganean pokok vaitu sualu prinsip prevensi

18 pena J anannvy

1

bahwa udak memberikan peluang bag pihak-pihak terteniu untuk melakukan

kejahatan ama dary

h sebalumnva adalah jauh

Tetapt pada dasamva wmeskipun pthak kepolisian telah

psalianva 1

]
3.1
5
N
3
o
2
5]

mia masvarakat puga  diminiakan  berhati-hat  dalare hal

pelaksanaan pengawasan atys:harta miliknva. Karena terbatasnva jumiah petugas

erta luasnya wiiavab kerja sebuah sekior kepohmian tidak memungkinkan bag:

(V2]

(o
-
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pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan metode prevensi secara rulin dan
penuh Karena dalam hal int tindakan prevensi tersebut dilakukan secara selintas
tidak menetap. sehingga apabila seorang petugas kepolisian ditempatkan pada
suatu daerah vang besar kemungkiman terjadinva perampokan maka penempaltan
peiugeas tersebut hanva sementara saja tidak menetap.

Oleh karena ttu benih-benth penvakit masvarakat tersebut ada bersemi di

tengah-iengah masvarakat maka usaha pencegahan wi ditemu dan direalisir
dalam masvakaral juga bauk vang :_h lakukan oleh pemeriniah melalui kepohisian
maupun masyarakat itu sendirt batk secara langsung maupun tidak langsung,

Jadi apapun upava vang dilakukan oleh kepolisian univk merealisir metode
int maka perlu kerjasama darn masvarakat dan pemerintah terutama calam hal

s

menekan unsur-unsur vang dapat memimbulkan tindak kejahatan perampokan

a  Menekan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi
Masalah perfumbuhan penduduk dan urbanisast adalah suatu masiaah vang
‘berkaitan dengan masalah kesejahteraan. Untul ifu pertumbuhan penduduk
perlu ditekan serendah mungkin sehingga keseimbangan dengan pertambahan
produksi pangan sebaga: bahan vang dibutuhkan.
Cara seperti ini adalah dengan cara mengefektifkan program Keluarga

]

berencana (KR) vaitu dengan cara memberikan penvuluhan kepada

-1

masvarakat Hal inl dapat dilakukan dengan cara mengatur jarak dan jumlah
kehamilan secara sengaja di dalam keluarga vang bersifat manusiawi dan fidak
berteniziigan dengan hukum agama maupun hukum negara. Urbanisasi vang

(
merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan maksud untuk

h
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memperbaiki taral kehidupan vang telah diringt anggapan bahwa mencari
vang di kota lebth mudah

b Meningkatkan usaha pendidikan dan keterampilan
Pendidikan yang merupakan sarana pengembangan kualitas manusia perlu
ditingkatkan, Manusia vang berpendidikan akan tumbuh harga dirinva
sehingga tidak mungkin lagi berpikir olehnyva untuk mengadu hidup dengan
melalukan kejahatan khususnva perampokan. Tindak lanjul dari pendidikan
tersebut adaiah melahirkan ketersmpilan sebasai bekal untuk hidup mandiri
Kita sering kehtlangan real capasiry karena tidak mempunyvai tenaga ahli
untuk mengolah potensi vang kita miliki dan lain sebagainya

¢ Memperluas lapangan kerja

P

Masalah lapangan kerja vang kian terbatas adanva telah lama menjadi

e

permasalanan baik di negara-negara maju, sedang berkembang maupun
negara-nagara vang bhelum maiu Khususnya Indonesia di mana angka
pengangguran kian tahun kian bertambah

Apabila mentalitas budava bangsa kita cenderung untuk menjadi pegawai
negeri atau dengan kata lain masih cenderung untuk menjadi upahan. Setiap

tahun jumlah ini kian membengkak apabila tahun ajaran sudah berakhir
t

fam

Peningkatan usaha penerangan dasn pengawasan

L4

&

Sebagai upayva untuk memperdkecil tindakan kejahatan’ perampokan, dapat

¢ /)

dranva dilakukan pembenan formasi vang up o date, konkrit serta
kiranya dilakukan pemb fe vang 10 d Konkrit sert.
penvuluban tentang berbagai hal vang menyangkut realitas dan kejadian

. . kehidupan yang terjadi dan prakiraan vang mungkin akan terjadi.

n
o
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Apa vang dikemukakan dalam metode prevensi int hanyalah sebagian kecii
saja dan mungkin masih banvak hal lain lagi vang dapat kila perbuat untub

menghindar: timbuinva atau bertambahnva jumiah pencurian kenderaan

,.,_7)

bermotor Tetapr vang paling utama dalam hal ini adalah

1S klor manusianya

juga. Kehidupan memang bukan sehart tetap 1a merupakan jaian panjang vang

v
[#5)
=
Lo
=

memerlukan berbavai bekal uniuk melaluinya atau setidak-tidakava
kecul untuk meithat ke arah mana jalan vang mesti ditempuh sehingga tidak

.

terperosok ke jurang kehidupan
Sebagai tindak lanjut dari metode prevens: ini maia pihak Kepolisian

berupaya untuk menanggulangl semalin meningkatnva perampokan tersebut

dengan cara misainva melakukan razia dan meningkatkan kesadaran hukum

v

Yang dimaksud dalam metode im adalah bagaomana caranva dan usaha-

usaha apa vang mesti dilakukan agar suatu kejahatan perampokan vang telah

1

lapat tertangkap
Dalam kapasitas int maka pelaksanaan metode reformasi ini pada dasarnyva

1 melakukan koordinas:

antar kepolisian baik 1tu antar sektor maupun antar daerah. Saling tukar informasi
ini menjadi penting ferutama dalam hal mengungkap suatu kejahatan tindakan

perempokan Penelusuran juga dilakukan pihak kepolisian dengan cara mencart

informast pada pthak-pihak tertentu, misalnya pelaku vang tertangkap tangan
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A, Wesimapulan

I Kemphatan perampokan  dewasa i mengalami pertumbuban dan
perkembangannva hercier rapy, mempunvai semacam bivkeokrast sendir.

resisien terhadap reaks: sosial dan mampu me

bar jannpan kegaian

sedemikian rupa sehingea herjangkauan luas ditambah dengan suatu Kualitos

tinpel untuk menghindan a-upavn penegakan hukum melalui pelbaga
cara

2 Adapun upava vang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam hai memberantas
perampokan di Kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan
menggunakan preventif dan metode reformatif Kepolisian adalah instansi
negara dalam hal penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku
sebagal penegak hukum di bidang peradilan, dengan perinctan tugas pokok
sebagai berikut

a. Sebagat penegak hukum

b Sebagao pengavom masvarakat

i)

Sebagai pembimbing masvarakat
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